
LURAH DESA BANTUL
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANTUL
NOMOR iI.E;TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA {RPJM DESA}
TAHUN 2A19-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal a ayat {21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Bantul Tahun
2419-2024;

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tpntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a22\;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?ALL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
523al;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2A72 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor \7O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s33e);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL+ tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5a95);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2CI14 tentang
Pemerintahan Daerah {t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2fi14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Ta-hun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahal Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik indcnesia Tahun 2G15 Nomor 58,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950

Nornor 12, 13, 14, dan 15 {Berita. Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20Og tentang
Tatacara Penyusuaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencarta Pembangunan Daerah {L,embararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor r+3 Tahun ZA14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2A14 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintaf-I Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan
Felaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4
tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 632t;

6.

7.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 ?ahus 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Feraturan Pemerintah Nomor 22 Tahlur.
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nc*r*r 60 Tahun 2*14 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 569a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2A74
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik trndonesia Tahun 2014 Nomor 2A971;

Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2$9al;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor I" Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangail
f,oka1 Berskala Desa Berdasarkaa Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1581;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53i;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2A16
tentang Administrasi Pemerintah Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20rc Nomor 110);

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Kerjasama Desa
dibidang Pemerintahan Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor Laaa\;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
199/PMK.O7 /2*17 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian
Dana Desa Setiap Desa {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun zAfi Nomor 188a);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2019 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1 a8);

79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

2A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
193/PMK.A7 12fi18 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
iB38);

21" Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2O17,

9s4/KMK.07. 166 Tahun 2Cl7 dan
o 1 / sKB/ M.PPN/ 1.2 / 2077

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor
34 Tahun 2817 tentang Pemanfaatan Tanah Desa {Berita
Daerah Derah Istimewa Yoglakarta Tahun 2AL7 Nomor
3s);

23. Peraturam Gubernur Daerah lstimewa Yograkarta Nomor
4O Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa
Daerah (Berita Daerah Istimewa Yog.akarta Tahun 2OL8
Nomor 4O);

24" Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1O Tahun
2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

{Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor O7

Tahun 20oe);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Desa {Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2015 Nomor 1);

26" Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2416 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2Arc-2A21 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun ?OLA Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahua
2417 tentang Badan Permusyawaratan Desa (t embaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2AL7 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun Z0fi tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20lB
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantu1 Nomor 1Oa);

2&. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun ZO18
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Iembam,n
Daerah Kabupaten Banfi.rl Tahun 2O1B Nomor S,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten -Bantul Nomor
e6l;

29. Peraturaa Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tekais Penyusunan Peratur€rn di Desa {Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor LAal;

30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {Berita. Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2O1B Nomor 13U;

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nornor 28);

32. Peraturan Desa Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan l,okal Berskala Desa {Lembaran Desa Bantul
Tahun zAW Nomor 4)



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL
dan

LURAH DESA BANTUL

MEMUTUSKAN:

MenetapKAn : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA} TAHUN zAW-
2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bantul, Kecamata.n Bantul, Kabupaten Bantul.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan" pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3" Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai
Lrrtsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 {enam} tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

{U RPJM Desa Tahun 2A$ disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI :PENDAHULUAN
1.1 La.tar Belakang
L.2 La.ndasan Hukum
1.3 Pengertian
1.4 Maksud dan Tujuan

b. BAB II : PROFIL DESA
2.L Kond.isi Urnum Desa

2.t.t Sejarah Desa
2.L.2 Demografi
2.1.3 Keadaan Sosia.l
2.L.4 Keadaan ekonomi



2.2 Kondisi Umum Pemeriatahal Desa
2.2.1, Pembagian wilayah desa
2.2.2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa

C. BAB III : MASALAH DAN POTENSI
3.1 Masalah
3.2 Potensi

d. BAB IV : VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN
4.L Visi dan Misi

4.1.1Visi
4.1.2 Misi

4.2 Arah Kebijakan Pembangunar Desa
4.3 Rencana Kegia.tan Desa

4.3. 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4 "3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
4.3.3 Bidang Pembinaan tsemasyarakatan
4.3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. BABV :PENUTUP
f. LAMPIRAN

1. Peta sosial desa
2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah
3. Matriks RPJM Desa

{2} Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2Al9-2A24 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Desa ini.

(3) Dalam rangka pelaksanaal RPJM Desa setiap tahun dengan
menggunakan metode musyawarah dan mufakat melalui tahapan-
tahapan dari tingkat yang paling bawah serta perencanaan dengan
mengutamakan kebutuhan yang disetujui oleh masyarakat pada
forum rapat lembaga Desa dan Musrenbangdes

BAB IIi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Apabila dalam perjanjian terjadi perubahan situasi dari keadaan yang
aormal pada RPJM Desa dilakukan penyesuaian.



BAB IV
KETEI{TUAF{ PENUTUP

Pasal 4

{1} Semua Peraturan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa

ir,}i harus berpedoman pada RPJM Desa Tahun 2*19-2A24.

{Z} Dengan berlakunya Peratuna.n Desa ini ketentr,.Lan yang bertentaagan

atau tidak sesuai dengan Perataran Desa egar disesuaikan

{3} Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

{4}Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal}

Peraturan Desa ini dengan menernpatkannya dalam Desa

Bantul.

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

CARIK DUSA BANTUL,

RETNA HANDAYANI, S.T.

LEMBARAN DESA BANTUL TAHUN 2O1q NOMOR

NOREG PERATURAN DBSA BANTUL KECAMATAN BANTUL

KABUPATEN BANTUL { t3 ItsANTUL/2S 19}

. Ditetankan di Bantul

ffirnna i"',ss11


